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ABSTRAK 

 

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Peran 

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan 

masyarakat. Masih banyak masyarakat miskin dan siswa putus sekolah 

merupakan salah satu masalah kesejahteraan yang dihadapi oleh masyarakat dan 

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Pemerintah Kabupaten Bolaang 

Mongondow mempunyai tanggung jawab dalam menyelenggarakan kesejahteran 

sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penelitian ini merupakan 

penelitian Normatif-Empiris dengan mengambil subjek penelitiannya yaitu 

Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow dan Tokoh Masyarakat Kabupaten 

Bolaang Mongondow.  

 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan di Kabupaten Bolaang 

Mongondow ini belum maksimal, dibuktikan dengan masih banyak masyarakat 

miskin sebesar 19.550 ribu jiwa dan 6.226 siswa putus sekolah pada tahun 2016. 

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sudah berperan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya dengan menyediakan proses pelatihan keterampilan, 

menyediakan alat kelengkapan untuk lahan pertanian, pupuk dan bibit gratis, 

bantuan tunai dan pangan non tunai, pembangunan rumah untuk rakyat miskin, 

bantuan kelompok usaha bersama,  mengadakan ujian paket C, Paket B, paket A, 

menyediakan beasiswa, bantuan peralatan sekolah, serta perbaikan infrastuktur 

sekolah. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kendala yang dihadapi 

pemerintah yaitu kurangnya partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dengan 

pemerintah dalam menjalankan program pemerintah sehingga menyebabkan tidak 

optimal dalam pelaksanaannya. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera 

disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk lebih 

mengoptimalkan program-program kesejahteraan serta dibutuhkan peran dari 

masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah sehingga terciptanya 

masyarakat yang sejahtera. 

 

 

 

Kata Kunci : Kabupaten Bolaang Mongondow, Kesejahteraan, Peran Pemerintah. 
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A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Situasi masyarakat di Indonesia masih sangat jauh dari kata sejahtera, 

masih banyak masyarakat belum memperoleh kesejahteraan yang pantas 

untuk kehidupannya. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera ketika semua 

kebutuhannya dapat terpenuhi untuk keberlangsungan hidupnya. Dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa “Tiap-

tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan”.  

Kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti dalam 

bidang ekonomi dan pendidikan. Di bidang ekonomi, masyarakat dianggap 

sejahtera ketika dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. 

Sedangkan dari bidang pendidikan masyarakat dikatakan sejahtera ketika 

memperoleh pendidikan yang bermutu, pendidikan yang dapat dijangkau 

dengan mudah dan murah atau setidak-tidaknya menyelesaikan jenjang 

pendidikan minimal dua belas tahun bersekolah.  

Salah satu tujuan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya, begitu pun dengan Kabupaten Bolaang 

Mongondow. Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten ini berada di 

Provinsi Sulawesi Utara, dimana jumlah penduduk di Kabupaten ini pada 

tahun 2016 berjumlah 236.893 ribu jiwa.1 Kabupaten ini merupakan salah 

satu Kabupaten yang menjadi lumbung beras di Sulawesi Utara serta 

memiliki potensi holtikultura. tetapi, dengan berbagai potensi itu masih 

                                                      
1Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, 2017, Kabupaten Bolaang Mongondow 

Dalam Angka, Bolaang Mongondow, CV. Garuda Star, hlm. 40. 



terdapat penduduk yang miskin atau yang masih belum sejahtera, dimana 

Kabupaten ini menempati urutan ke-4 dari 13 Kabupaten/Kota di Sulawesi 

Utara yang menyumbang kurang lebih 8.34% atau sebesar 19.550 ribu 

jiwa  penduduk miskin.2 

Masih banyaknya penduduk yang hanya bekerja sebagai buruh, petani 

ataupun pekerjaan lainnya yang penghasilannya tidak mencukupi dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan salah satu faktor 

memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten ini. 

Salah satu kendalanya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yaitu 

status pendidikan yang ditempuh tidak memenuhi standar sehingga mereka 

tidak ada pilihan lain lagi untuk menjadi buruh atapun pekerjaan lain 

dengan upah yang kecil. Ini menyebabkan orang tua tidak bisa membayar 

biaya sekolah anaknya atau anak-anak lebih memilih berhenti sekolah 

untuk bekerja membantu perekonomian keluarga sehingga menyebabkan 

banyaknya siswa putus sekolah. 

Dari Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow 

masih ada sekitar 6.226 siswa yang putus sekolah di usia 7-18 Tahun 

dimana rata-rata usia tersebut berada di jenjang pendidikan Sekolah Dasar, 

Sekolah menegah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. .3 Dilihat dari 

kondisi saat ini rata-rata penyerap tenaga kerja mensyaratkan standar 

paling bawah untuk merekrut pekerja dengan kualifikasi minimum lulusan 

                                                      
2 Ibid, hlm. 193. 
3 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam 

Angka, op. cit.,  hlm. 59. 



SMA. Maka bisa dipastikan selain bekerja menjadi buruh atau petani, 

begitu banyak juga pengangguran yang  ada di Kabupaten ini. 

Maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan untuk memenuhi 

keberlangsungan hidup seperti memenuhi sandang, pangan, papan, 

mendapatkan pendidikan yang bermutu, murah atau dapat menyelesaikan 

pendidikan minimal 12 tahun bersekolah belum bisa dirasakan oleh 

masyarakat. Ini merupakan salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintah 

Kabupaten Bolaang Mongondow untuk masyarakatnya. Masih banyak 

masyarakat yang miskin ini bisa berdampak buruk untuk kemajuan dan 

perkembangan daerah, untuk pemberdayaan masyarakat maupun 

pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow. 

 

B. METODE PENELITIAN 

      Penelitian ini mengunakan dua metode penelitian yaitu penelitian 

normatif dan penelitian empiris, yang pengumpulan bahan hukumnya 

dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan responden. Bahan-bahan 

hukum yang terkumpul akan diolah dengan metode deskriptif kuantitatif. 

Tempat pengambilan bahan hukum untuk melengkapi penelitian ini di 

Perpustakaan UMY dan Kabupaten Bolaang Mongondow.  

 

 

 

 



C. HASIL PENELITIAN 

1. Tingkat Kesejahteraan Kabupaten Bolaang Mongondow 

Di dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua indikator untuk 

mengukur tingkat kesejahteraan di Kabupaten Bolaang Mongondow, 

yaitu dalam bidang Ekonomi dan Bidang Pendidikan yaitu sebagai 

berikut : 

a. Tingkat Kesejahteraan dalam Bidang Ekonomi 

       Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai 15 Kecamatan, 

dimana di dalam penelitian ini peneliti memilih 5 kecamatan untuk 

dilakukan wawancara terkait tingkat kesejahteraan masyarakat di 

Kabupaten Bolaang Mongondow. Dari 5 kecamatan ini, masih ada 

4 kecamatan yang belum sejahtera dan ada 1 kecamatan yang bisa 

dikatakan sebagian besar masyarakatnya sudah sejahtera jika 

diukur dari pekerjaan.  

      Menurut Camat Passi Timur Bapak Djemi Julius Moonik, S.H. 

mengatakan bahwa masyarakat di kecamatan ini sebagian besar 

sudah sejahtera. 4 Salah satu penyebab tingginya kesejahteraan 

masyarakat disini karena Kecamatan ini memiliki luas panen 

tanaman sayuran paling besar di Kabupaten Bolaang Mongondow 

yaitu sebesar 193 hektar pada tahun 2016 dan menghasilkan 

sebanyak 357 ton tanaman sayuran pada tahun 2016. Tanaman 

sayuran yang dimaksud disini berupa bawang Merah, Cabai, 

                                                      
4 Djemi Moonik, Camat Passi Timur, dalam wawancara penelitian Peran Pemerintah Kabupaten 

Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kantor kecamatan Passi Timur, 2 

April 2018. Izin mengutip telah diberikan. 



Kentang, Kubis dan Petsai. Selain tanaman sayuran, Kecamatan ini 

juga mempunyai luas tanaman perkebunan cengkeh kedua terbesar 

setelah Kecamatan Lolayan yaitu sekitar 1.087,75 Hektar. 

Tanaman sayuran yang merupakan salah satu kebutuhan sehari-

hari ini membuat Kecamatan ini merupakan sektor terbesar atau 

terbanyak yang menyuplai sayuran di Kabupaten ini.5 

       Sedangkan 4 Kecamatan yang belum sejahtera ini adalah 

Kecamatan Dumoga Tenggara, Kecamatan Dumoga Barat, 

Kecamatan Bilalang, dan Kecamatan Lolayan yang berdasarkan 

hasil wawancara dengan keempat Camat tersebut, dimana empat 

Kecamatan ini mempunyai penduduk yang mayoritasnya adalah 

petani dan belum dapat dikatakan sejahtera karena lebih banyak 

orang yang bekerja di lahan orang lain dibandingkan mereka 

mempunyai lahan sendiri.  

       Selain dari pekerjaan, pendapatan dan pengeluaran juga 

merupakan indikator selanjutnya untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten 

Bolaang Mongondow Bapak Tahlis Gallang, S.IP, MM. 

Mengatakan bahwa Pendapatan domestik regional bruto per kapita 

atas dasar harga berlaku merupakan salah satu indikator yang dapat 

mengukur tingkat kesejahteraan di Kabupaten. Pada saat ini 

pendapatan di Kabupaten ini masih kecil, maka dapat dikatakan 

                                                      
5 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bolaang Mongondow 2016. 



pendapatan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow ini 

masih di bawah rata-rata. 6 Untuk menghitung pendapatan 

perkapita, diukur dari pendapatan produk domestik regional bruto 

atas dasar harga sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris 

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow di atas dan dibagi dengan 

jumlah penduduk. Jadi, 5.948,2 Milliar dibagi dengan jumlah 

penduduk sebesar 236.893 ribu jiwa maka dihasilkan sebesar Rp. 

2.510.923 rata-rata pendapatan untuk satu tahun yang dimiliki 

masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow.7 

       Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow 

Bapak Drs. Abdul Haris Bambela mengakatan bahwa Jika 

mengukur tingkat kesejahteraan, salah satunya diukur dari 

pengeluaran. Ketika pengeluaran di dalam suatu rumah tangga 

lebih banyak pengeluaran non makanan dibandingkan makanan 

berarti rumah tangga tersebut sudah sejahtera. Tetapi data dari 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, presentase 

pengeluaran non makanan di Kabupaten ini masih rendah 

dibandingkan makanan yaitu sebesar 38,97% pada tahun 2016. Jadi 

dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan di Kabupaten Bolaang 

                                                      
6 Tahlis Gallang, Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam wawancara penelitian 

Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kantor 

Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, 11 April 2018. Izin mengutip telah diberikan. 
7 Badan Pusat Statistik, Pendapatan Regional Perkapita, Diakses ada tanggal 26 Juli 2018 Pukul 

01.57,  https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html 



Mongondow masih tergolong rendah.8 Presentase pengeluaran 

untuk non makanan di Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami 

penurunan dari tahun 2015 sebesar 39,18% menjadi 38,97% pada 

tahun 2016. Sedangkan pengeluaran untuk makanan mengalami 

peningkatan dari tahun 2015 sebesar 60,82% menjadi 61,03% pada 

tahun 2016. Meningkatnya pengeluaran untuk makanan dan 

menurunnya pengeluaran untuk non makanan menunjukkan bahwa 

kesejahteraan Kabupaten ini belum membaik. 9 

       Kualitas dan fasilitas rumah tinggal merupakan indikator 

berikutnya untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. 

dimana berdasarkan data dari Susenas 2016 di Kabupaten Bolaang 

Mongondow masih terdapat sekitar 16,38% rumah tangga yang 

menempati rumah kumuh, sekitar 32,23% rumah tak layak huni 

yang ditempati oleh rumah tangga, masih terdapat 3,33% rumah 

tangga yang berlantaikan tanah, tinggal di rumah yang beratap 

layak yaitu sebanyak 96,22% dan berdinding tembok sebesar 

59,50%, 61,08% rumah tangga yang memiliki jamban sendiri dan 

masih terdapat 31,43% yang tidak mempunyai fasilitas 

pembuangan air besar, terdapat 6,21% rumah tangga yang 

menggunakan jamban bersama dengan tetangganya dan 1,28% 

menggunakan MCK tahun 2016 serta 99,86% rumah tangga di 

                                                      
8 Abdul Haris Bambela, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam wawancara 

penelitian Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

di kantor Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow, 11 April 2018. Izin mengutip telah 

diberikan. 
9 Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016. 



Kabupaten ini sudah menikmati fasilitas listrik dan masih ada 

0,14% rumah tangga yang belum menikmati fasilitas listrik pada 

tahun 2016.10 

b. Tingkat Kesejahteraan dalam Bidang pendidikan 

       Hak atas Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia 

yang dijamin secara konstitusional di Indonesia.11 Dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 ayat (1) yang 

berbunyi : “Setiap warga negara indonesia berhak mendapatkan 

pendidikan”. Di era yang semakin modern ini pendidikan sangat 

diperlukan untuk menunjang pekerjaan yang diminati. Ketika 

seseorang menyelesaikan pendidikannya pada jenjang pendidikan 

yang tinggi maka orang tersebut mempunyai ilmu pengetahuan 

yang luas dan juga keterampilan atau keahlian yang tinggi. 

       Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang 

Mongondow Bapak Renti Mokoginta, S.Pd., MAP., mengatakan 

bahwa kesejahteraan dalam bidang pendidikan di kabupaten ini 

belum maksimal. Dimana, di Kabupaten bolaang Mongondow ini 

masih banyak siswa putus sekolah. Mulai dari tingkat SD, SMP, 

SMA bahkan ada yang tidak sekolah.12 

                                                      
10 Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016. 
11 Fahriah, “Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, III, (Januari, 2015)., hlm. 1. 
12 Renti Mokoginta, Kepala Dinas Peendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam 

wawancara penelitian Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat di KantorDinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, 14 Maret 2018. Izin 

mengutip telah diberikan. 



       Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Bolaang Mongondow bisa dilihat pada umur 7-12 tahun yang pada 

umumnya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 

33.977 ribu siswa yang bersekolah, 241 orang yang tidak 

melanjutkan sekolah atau putus sekolah. Sedangkan pada umur 13-

15 tahun yang pada umumnya mengenyam pendidikan di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) sebesar 10.769 ribu siswa yang sekolah 

dan 1.032 ribu siswa yang tidak sekolah lagi atau putus sekolah. 

Sedangkan pada umur 16-18 tahun yang pada umumnya 

mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Atas, ada sebanyak 

7.209 ribu siswa yang bersekolah dan sebanyak 4.953 ribu siswa 

yang tidak sekolah lagi. Maka jika dijumlah masih ada sebanyak 

6.226 ribu siswa yang putus sekolah dari SD, SMP dan SMA. 

Angka ini masih terbilang tinggi dimana masih banyaknya siswa 

yang putus sekolah. 

2. Masalah Kesejahteraan di Kabupaten Bolaang Mongondow 

       Masalah kesejahteraan di Kabupaten ini dibagi menjadi dua, yaitu 

masalah kesejahteraan dalam bidang ekonomi dan masalah 

kesejahteraan dalam bidang pendidikan. 

a. Masalah Kesejahteraan dalam Bidang Ekonomi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Passi Timur dan 

Camat Lolayan mengatakan bahwa Permasalahan kesejahteraan 



di kecamatan ini yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak 

mempunyai pekerjaan tetap dan hanya mengharapkan pertanian.  

Dari data Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2015, 

pekerja bebas pertanian menempati urutan kedua menurut 

komposisi status pekerjaan penduduk yang bekerja di Kabupaten 

Bolaang Mongondow Tahun 2015 yaitu sebanyak 22% dan di 

urutan pertama ditempati oleh berusaha sendiri sebanyak 26% 

yang merupakan mayoritas dari keseluruhan pekerjaan. Selain itu, 

pekerja bebas non pertanian sebanyak 12% dan yang bekerja 

sebagai buruh/karyawan/pegawai sebanyak 17%. Sedangkan yang 

paling rendah yang hanya sebanyak 3% adalah berusaha dibantu 

buruh tetap/dibayar. 13 

       Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Sosial, 

Bapak Drs. Abdul Haris Bambela, mengatakan bahwa Masalah 

kesejahteraan di kabupaten ini salah satu yang utama yaitu dari 

pendapatan yang tidak mencukupi untuk membiaya keperluan 

sehingga berdampak pada pengeluaran makanan dan non 

makanan. Selain itu, masih banyaknya penerima Bantuan Pangan 

non Tunai merupakan salah satu masalah juga. Dimana, dengan 

masih banyaknya penerima bantuan pangan non tunai berarti 

                                                      
13 Survei Angkatan Kerja Nasional 2015. 



masih banyaknya masyarakat yang belum sejahtera di Kabupaten 

ini, yang belum terpenuhi keperluan sehari-harinya.14 

       Pengeluaran untuk non makanan seperti sekolah dan 

kesehatan sangat dipengaruhi oleh pendapatan. Ketika seseorang 

hanya mendapatkan upah dibawah rata-rata maka mereka hanya 

mampu untuk menunjang keperluan makanan atau ada pun yang 

tidak dapat memenuhi keseluruhan keperluan makanan dan 

mengandalkan bantuan dari pemerintah. 

       Berdasarkan hasil wawancara bersama Camat Dumoga Barat, 

Bapak Demsi Potabuga, S.E., menyatakan bahwa dengan tidak 

memiliki pekerjaan yang tetap ataupun penghasilan yang kecil 

maka masih terdapat pula rumah tangga yang tinggal di rumah 

yang tidak layak huni yang merupakan permasalahan di 

kecamatan ini. Mereka yang tidak mempunyai jamban sendiri 

sehingga masih menggunakan sungai untuk buang air besar dan 

kecil. 15 

Dari hasil wawancara ini bisa dilihat pada data yang ada 

bahwa pada tahun 2016, di Kabupaten Bolaang Mongondow 

sudah ada sekitar 61,08% rumah tangga yang memiliki jamban 

sendiri dan masih terdapat 31,43% yang tidak mempunyai 

                                                      
14 Abdul Haris Bambela, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam wawancara 

penelitian Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

di kantor Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow, 11 April 2018. Izin mengutip telah 

diberikan. 
15 Demsi Potabuga, Camat Dumoga Barat, dalam wawancara penelitian Peran Pemerintah 

Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kantor Keacamatan 

Dumoga Barat, 9 Maret 2018. Izin mengutip telah diberikan. 



fasilitas pembuangan air besar, hanya buang sembarang di tanah, 

sungai ataupun laut. Selain itu, terdapat 6,21% rumah tangga 

yang menggunakan jamban bersama dengan tetangganya dan 

1,28% menggunakan MCK.16 

b. Masalah Kesejahteraan dalam Bidang Pendidikan 

       Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas 

Pendidikan, Bapak Renti Mokoginta, S.Pd., MAP., mengatakan 

bahwa Salah satu permasalahan di Kabuapten ini dalam bidang 

pendidikan adalah masih banyaknya siswa putus sekolah. 

Penyebab putus sekolah bermacam-macam, dari mereka yang tidak 

mempunyai biaya atau lebih memilih bekerja dibandingkan 

sekolah, mereka yang tidak ada niat untuk meneruskan sekolah, 

ataupun mereka yang jauh dari sekolah dan tidak mempunyai 

transportasi ataupun biaya transportasi. Selain itu, sarana dan 

prasara sekolah yang masih kurang juga merupakan permasalahan 

lainnya. Dimana 20% dari APBD telah di salurkan untuk sektor 

pendidikan tetapi APBD ini belum juga mencukupi untuk sektor 

pendidikan di Kabupaten ini. Sehingga, tidak semua infrastuktur 

dapat di perbaiki atau disediakan dalam satu tahun atau dalam 

jangka waktu yang cepat untuk menunjang sarana dan prasarana 

sekolah.17 

                                                      
16 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, Indikator Kesejahteraan Rakyat 

Kabupaten Bolaang Mongondow, op. cit., hlm. 60. 
17 Renti Mokoginta, Kepala Dinas Peendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam 

wawancara penelitian Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan 



       Berdasarkan hasil wawancara bersama kelima Camat di 

Kabupaten Bolaang Mongondow, bisa dikatakan bahwa 

permasalahan yang ada di semua kecamatan ini dalam bidang 

pendidikan yaitu masih banyaknya siswa yang putus sekolah 

dengan penyebab tidak tersedianya sekolah yang dapat dijangkau 

dengan mudah serta ekonomi keluarga yang tidak mampu 

membiayai sekolah. Ekonomi keluarga yang sangat terbatas dan 

jarak yang jauh untuk menjangkau sekolah ini menyebabkan siswa 

yang bersangkutan tidak mampu memenuhi segala kebutuhan 

untuk bisa bersekolah salah satunya tidak mempunyai transportasi 

ataupun biaya transportasi untuk sampai ke sekolah, selain juga 

biaya sekolah. 

       Dilihat dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang 

Mongondo, dari jumlah sekolah Sekolah Menengah Kejuruan 

merupakan sekolah terbanyak yang berjumlah 18 sekolah tetapi 

hanya memiliki 2.287 ribu siswa dan Sekolah Menengah Atas 

merupakan paling banyak siswanya yaitu sebanyak 2.904 siswa  

dengan jumlah 14 sekolah dan yang paling sedikit siswanya yaitu 

sebanyak 601 siswa bersekolah di Madrasah Aliyah dengan jumlah 

11 sekolah. Tidak meratanya sekolah di setiap kecamatan ini 

                                                                                                                                                 
Masyarakat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, 14 Maret 2018. Izin 

mengutip telah diberikan. 



sangat berpengaruh untuk tingkat kesejahteraan kabupaten Bolaang 

Mongondow dalam bidang pendidikan. 18 

c. Penyelesaian Masalah Kesejahteraan Kabupaten Bolaang 

Mongondow 

1. Penyelesaian Masalah dalam Bidang Ekonomi 

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Daerah 

Kabupaten Bolaang Mongondow, Bapak Tahlis Gallang, S.Ip., 

MM., mengatakan bahwa upaya dari Pemerintah Daerah untuk 

penyelesaian Masalah dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Kabupaten ini antara lain : 

a) Menyediakan proses pelatihan keterampilan di Dinas 

Tranmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bolaang 

Mongondow setiap tahunnya, mulai dari menjahit, kursus 

komputer, perbengkelan dan sebagainya. Dengan harapan 

setelah mempunyai keterampilan atau keahlian sendiri mereka 

bisa menjadi wiraswasta,  tidak hanya berharap pada satu mata 

pencaharian. 

b) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa alat 

kelengkapan dalam lahan pertanian, serta pupuk dan bibit dari 

Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow.19 

                                                      
18 Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow 2016. 
19 Tahlis Gallang, Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam wawancara 

penelitian Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

di Kantor Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, 11 April 2018. Izin mengutip telah diberikan. 



       Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala 

Dinas Sosial, Bapak Drs. Haris Bambela menjelaskan beberapa 

program di Dinas Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya, yaitu: 

a) Memberikan bantuan tunai untuk keluarga  yang tergolong ke 

dalam rumah tangga sangat miskin dalam program pra keluarga 

harapan per bulannya. Pra keluarga sejahtera ini ditujukan 

untuk ibu-ibu dikarenakan tingkat pendapatan suami tidak 

mencukupi kebutuhan keluarga. 

b) Bantuan berupa pembangunan rumah untuk rakyat miskin 

dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)  Sehingga 

masyarakat yang tergolong dalam masyarakat miskin ini tidak 

perlu memikirkan lagi uang untuk membangun rumah dan 

lebih memfokuskan ke usaha yang lebih produktif, dimana 

uang yang mereka miliki bisa dijadikan modal. 

c) Program Bantuan Pangan Non Tunia (BPNT) kepada keluarga 

penerima manfaat setiap bulannya yang berupa rastra atau 

beras sejahtera. 

d) Bantuan sosial kelompok usaha bersama yang ditujukan untuk 

kepala keluarga yang miskin. Bantuan ini berupa 

mengembangkan kegiatan usaha ekonomi secara berkelompok. 

Bantuan ini berupa barang-barang yang diperlukan untuk 

mengembangkan usaha tersebut. Jadi bantuan disini tidak 



berbentuk uang atau tunai. Dengan begitu bantuan ini dapat 

meningkatkan pendapatan per kepala keluarga dan membuka 

lapangan kerja yang baru untuk mereka yang tidak mempunyai 

pekerjaan. 

2. Penyelesaian Masalah Dalam Bidang Pendidikan 

       Menurut Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Renti 

Mokoginta, S.Pd., MAP., mengatakan bahwa Dinas Pendidikan 

sudah berupaya menyelesaikan masalah kesejahteraan dalam 

bidang pendidikan yang berupa : 

a) Dinas Pendidikan membuat program Ujian Paket untuk siswa 

yang putus sekolah, yang berupa ujian paket C, ujian paket B, 

serta ujian paket A. Program ini diadakan untuk 

penanggulangan banyaknya siswa yang putus sekolah. 

b) Menyediakan beasiswa untuk mereka dari keluarga yang tidak 

mampu dengan memegang kartu Indonesia Pintar. 

c) Memberikan bantuan Peralatan sekolah gratis, seperti seragam 

yang lengkap, alat tulis dan sepatu serta alat kelengkapan 

sekolah lainnya bagi mereka keluarga yang tidak mampu. 

d) Dalam penyediaan sarana dan prasarana serta perbaikan 

infrastuktur, Dinas Pendidikan memilih sekolah yang paling 

darurat atau yang paling membutuhkan sehingga sekolah 

tersebutlah yang akan menerima bantuan atau perbaikan sarana 

dan prasarana. Jadi kerusakan yang berat atau sarana yang 



sangat dibutuhkan itulah yang menjadi prioritas Dinas 

Pendidikan.20 

 

D. KESIMPULAN 

       Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Kabupaten 

Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, dapat 

disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sudah 

berperan dengan menyediakan program-program untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya seperti pelatihan keterampilan, menyediakan 

alat kelengkapan untuk lahan pertanian, bibit serta pupuk gratis, bantuan 

tunai dalam program pra keluarga harapan, bantuan pangan non Tunai, 

pembangunan rumah dalam program rumah tidak layak huni,  serta 

bantuan kelompok usaha bersama untuk kepala keluarga miskin. 

Sedangkan untuk bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bolaang 

Mongondow menyediakan program-program berupa mengadakan ujian 

Paket C, Paket B, dan Paket A, beasiswa untuk pemegang Kartu Indonesia 

Pintar, bantuan peralatan sekolah gratis serta perbaikan infrastuktur 

sekolah. Akan tetapi peran pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow 

belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya karena 

masih terdapat banyaknya masyarakat miskin di Kabupaten ini, serta  

masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu masih kurangnya 

                                                      
20 Renti Mokoginta, Kepala Dinas Peendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam 

wawancara penelitian Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat di KantorDinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, 14 Maret 2018. Izin 

mengutip telah diberikan. 



partisipasi masyarakat untuk bekerjasama bersama pemerintah dalam 

menjalankan program-program pemerintah tersebut. 
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